
BAB 5 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan sebelumnya, 

maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Industri perbankan memiliki rata-rata kelengkapan pengungkapan audit internal 

dalam laporan tahunan diatas 30%, kecuali BBLI. BBNI memiliki rata-rata 

kelengkapan tertinggi dengan skor 40% sedangkan skor terendahnya, yaitu 28% 

pada BNLI.  

2. Industri pertambangan memiliki rata-rata kelengkapan pengungkapan audit 

internal dalam laporan tahunan diatas 30%. ITMG memiliki rata-rata kelengkapan 

tertinggi dengan skor 40%, sedangkan skor terendahnya yaitu 31% pada ANTM. 

3. Industri consumer goods memiliki rata-rata kelengkapan pengungkapan audit 

internal dalam laporan tahunan diatas 25%, kecuali GGRM. ROTI dan PEHA 

memiliki rata-rata kelengkapan tertinggi dengan skor 27%, sedangkan skor 

terendahnya yaitu 14% pada GGRM. 

4. Industri perbankan dan industri pertambangan mengungkapkan pelaporan divisi 

audit internal dengan rata-rata kelengkapan yang sama, yaitu diatas 30%. 

Sedangkan, industri consumer goods mengungkapkan pelaporan divisi audit 

internal dengan rata-rata kelengkapan diatas 25%. Tingginya kelengkapan 

pengungkapan audit internal pada industri perbankan dan industri pertambangan 

disebabkan oleh patuhnya kedua industri terhadap peraturan yang ada serta kedua 

industri memiliki tingkat risiko yang lebih tinggi bila dibandingkan dengan 

industri consumer goods. 

5. Terdapat faktor-faktor yang diduga menjadi penyebab kelengkapan pengungkapan 

audit internal dalam suatu perusahaan, seperti terdapat peraturan khusus terkait 

audit internal, ketatnya penegakan dan pengawasan kepatuhan terhadap peraturan 

di suatu industri, memiliki Piagam Audit Internal yang lengkap, dan pendidikan 

S1 ketua audit internal yang sesuai dengan bidangnya. Pendidikan S1 yang 

dimaksud adalah Sarjana Akuntansi. Namun, setelah dilakukan pengujian tidak 

terbukti bahwa pendidikan S1 Akuntansi ketua audit internal memengaruhi 



kelengkapan pengungkapan audit internal dalam laporan tahunan. Hal ini 

dikarenakan ruang lingkup dan tanggung jawab audit internal seluas fungsi 

manajemen, yaitu mencakup segala aspek perusahaan (finansial dan non-

finansial). 

5.2 Saran 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, beberapa saran yang diberikan adalah 

sebagai berikut: 

1. Untuk bisa menyimpulkan lebih jauh terkait analisa perbandingan jenis industri 

emiten terhadap kelengkapan pengungkapan divisi audit internal dalam laporan 

tahunan, peneliti dapat menambahkan jumlah sampel emiten yang diambil. 

2. Untuk perusahaan, penulisan bagian audit internal pada laporan tahunan 

sebaiknya ditangani langsung oleh ketua audit internal. Selain itu, peneliti 

menganjurkan ketua audit internal yang dipilih sebaiknya orang yang memiliki 

pendidikan dan pengalaman kerja yang memadai dalam bidang audit internal, 

serta disiplin ilmu lain yang relevan dengan spesialisasinya.  

3. Walaupun perusahaan tidak diwajibkan untuk memiliki unit audit internal, 

sebaiknya perusahaan mempertimbangkan keberadaan serta melakukan 

pengungkapan divisi audit internal. Hal ini dikarenakan audit internal berperan 

sebagai konsultan yang memberi masukan berupa pikiran-pikiran untuk perbaikan 

atas sistem yang telah ada serta berperan sebagai katalisator yaitu memberikan 

jasa kepada manajemen melalui saran-saran yang bersifat konstruktif dan dapat 

diaplikasikan bagi kemajuan perusahaan namun tidak ikut dalam aktivitas 

operasional perusahaan.  
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